KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI RIAU
NOMOR 226TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DARUL FALAH DANAU LANCANG

KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

Menimbang

Mengingat

%

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah,
perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul
Athfal swasta di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah  yang bermutu, perlu  memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan
hukum wuntuk menyelenggarakan madrasah sesuai
dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administrasi, teknis dan kelayakan yang telah
ditetapkan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

 dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf o perlu

menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian
Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Darul Falah
Danau Lancang Kabupaten Kampar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomgr 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 quor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah,;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Stam_iar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi
Pendidikan Agama Islam dan bahasa arab di madrasah;

10. Peraturan Menter; ...
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KETIGA Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf (b) mendapat peringkat minimal C, maka izin

operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku;

KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a)
dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf (b) tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetap#an di Pekanbary
P &

pad7' anggal 20 Desember 2017

AHMAD/SUPARDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI RIAU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor 52‘, Tahun 2017

Diberikan kepada

RAUDHATUL ATHFAL DARUL FALAH DANAU LANCANG
JL MANDAU KM 48 DESA DANAU LANCANG

DANAU LANCANG

TAPUNG HULU

KABUPATEN KAMPAR

RIAU

YAYASAN DARUL FALAH DANAU LANCANG

NO 38 AZWAR SH.M KN

AHU-0038314 AH 01 04 TAHUN 2016 TANGGAL 27
SEPTEMBER 2016

25 OKTOBER 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)
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